
 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

66 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

       Setelah penulis menguraikan hasil penelitian diatas maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pertimbangan hukum yang digunakan hakim berdasar pada pasal 286 

KUHP tentang pemerkosaan kepada korban dalam keadaan tidak berdaya 

(cacat) dalam putusan Nomor: 33/Pid.B/2012/Pn.Ss yakni memuat 

beberapa unsur yaitu unsur barang siapa dan unsur pemerkosaan dimana 

tindakan yang dilakukan oleh terdakwa sudah memenuhi unsur-unsur 

tersebut. Dalam KUHP, hukuman terhadap tindak pidana pemerkosaan 

kepada korban dalam keadaan tidak berdaya yakni dipidana maksimal 9 

(sembilan) tahun penjara. Adapun hal-hal yang memberatkan terdakwa 

adalah sebagai berikut: 

1. Perbuatan terdakwa selaku pegawai negeri sipil tidak mendukung visi 

dan misi Pemerintahan dalam mewujudkan sistem good governence 

atau pemerintahan yang baik. 

2. Perbuatan terdakwa tidak berprikemanusiaan. 

3. Perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak psikis berupa trauma 

yang berkepanjangan terhadap korban. 

4. Perbuatan terdakwa sangat merugikan korban dan keluarga korban. 
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5. Perbuatan terdakwa disamping bertentangan dengan norma hukum, 

norma agama dan norma kesusilaan, juga telah meresahkan dan 

menciderai tatanan social masyarakat (public orde). 

       Sehingga dengan dasar tersebut dan dengan mempertimbangkan hal-

hal yang memberatkan tersebut, hakim menjatuhan hukuman penjara 

selama 4 tahun yang berawal dari tuntutan hakim yakni dijatuhi hukuman 

2 tahun penjara. 

2. Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana pemerkosaan terhadap korban 

yang tidak berdaya sebagaimana terdapat dalam perkara Nomor: 

33/Pid.B/2012/Pn.Ss termasuk dalam jarimah zina dengan kekerasan atau 

adanya unsur paksaan, tetapi dalam hal ini yang mendapatkan hukuman 

had adalah pelaku yang dapat dijatuhi hukuman rajam sampai mati karena 

zina yang dilakukan adalah zina muhsan. Sedangkan untuk korbannya 

perlu dilakukan rehabilitasi untuk memulihkan mentalnya. Sanksi itu 

diterapakan guna untuk memberikan pencegahan terhadap orang-orang 

yang hendak melakukan tindak pemerkosaan, memberikan efek jera 

terhadap pelaku pemerkosaan serta memberikan pendidikan terhadap 

pelaku. 

 

B. Saran 

       Berdasarkan KUHP diharapkan para pemerintah lebih memberikan 

pandangan terhadap tindak pidana pemerkosaan. Karena tindak pidana ini 

selain merugikan korban, juga dapat merugikan keluarga korban. Selain itu 
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tindak pidana pemerkosaan dapat mengakibatkan dampak psikis berupa 

trauma berkepanjangan terhadap korban. 

       Para hakim dalam memutus perkara hendaknya lebih mengutamakan 

kemaslahatan umum dengan mendasarkan segala keputusannya kepada UU 

yang mengatur tindak pidana seseorang, karena Negara Indonesia adalah 

Negara hukum yang menganut asas legalitas, sewajarnya para hakim memutus 

segala perkara sesuai dengan UU yang mengaturnya. Hakim dalam 

memberikan hukuman, seharusnya memberikan hukuman yang proporsional 

yang sesuai dengan tingkat keseriusan kejahatan yang dilakukan. Sebab 

prosionalitas mensyaratkan skala nilai untuk menimbang dan menilai berat 

ringannya pidana dikaitkan dengan tindak pidananya. 

 


